BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2023;

Undang-Undang Nomo\r 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat: 1.

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
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10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

i 8

12,

13.

14,

15.

16.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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17,

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang penerapan standar pelayanan minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang sistem Informasi Pamerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 18 Tahun 2020
tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor
13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi reyelanggaran
pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);
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285.

26.

al.

28.

29,

30.

Keputusan Menteri Dalam Negari nomor 050-5889 tahun
2021 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi
pemutahiran kisfikasi, dan nomenklatur perancanaan
pembangunaan dan keungan daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor
05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor
21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 4);
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2019
tentang partipasi Maasyarakat Dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor
3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun
2021 tentang Rancangan pembangunan jangka menengah
daerah kabupaten kotabaru tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);

33. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun
2021 tentang Rancana Stretegis Perangkat Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 29);

34. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 33 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2022 Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2, Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kotabaru,

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

4. Rencana Kerjn Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun,
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- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

BAB 11
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Bupati menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan Penjabaran dari RKPD Tahun 2023.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA

Perangkat Daerah.
BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Peyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dengan
Sistematik sebagai berikut:
a. PENDAHULUAN;
b. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU;
c. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
d. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH; DAN
e. PENUTUP,
(2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini,
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru,

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2d mardt 2522
BUPATI KOTABARU,

ED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

SAID A AD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 9
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Inspektorat

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

:gooo-qc\m‘-hu]m,_}%

Dinas Kesehatan

—
o)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

—
w

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

14

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan KB

15

Dinas Lingkungan Hidup

16

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

17

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18

Dinas Perhubungan

19

Dinas Komunikasi dan Informatika

20

Dinas Koperasi, Perindusterian dan Perdagangan

21

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

22

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

23

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24

Dinas Perikanan

25

Dinas Pertanian

26

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

27

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

28

Dinas Ketahanan Pangan

29

Dinas Sosial

30

Rumah Sakit Umum
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NO
31
32
33

‘IE“————— SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
€Camatan Pamukan Utara

Kecamatan Pamukan Barat

Kecamatan Pamukan Selatan

34

Kecamatan Sungai Durian

35

Kecamatan Sampanahan

36

Kecamatan Hampang

37

Kecamatan Kelumpang Utara

38

Kecamatan Kelumpang Selatan

39

Kecamatan Kelumpang Hulu

40

Kecamatan Kelumpang Tengah

41

Kecamatan Kelumpang Barat

42

Kecamatan Kelumpang Hilir

43

Kecamatan Pulau Sebuku

44

Kecamatan Pulau Sembilan

45

Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

46

Kecamatan Pulau Laut Selatan

47

Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar

48

Kecamatan Pulau Laut Barat

49

Kecamatan Pulau Laut Tengah

50

Kecamatan Pulau Laut Utara

51

Kecamatan Pulau laut Sigam

52

Kecamatan Pulau Laut Timur

BUPATI KOTABARU,

D JAFAR
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